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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Maqa>s}id al-Shari>’ah   

Maqa>s}id al-Shari>’ah terdiri  dari  dua kata,  yaitu  maqa>s}id   dan al-shari>’ah. 

Dalam pembahasan ini, kita akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih 

dahulu, sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan 

membentuk istilah baru. 

1. Pengertian Maqa>s}id 

Kata maqa>s}id (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal maqs}id 

 keduanya berupa mas}dar mi>mi yang punya ,(مقصَد) dan maqs}ad (مقصِد)

bentuk fi’il ma>di qas}ada (قصد).1 Secara bahasa maqa>s}id ini punya beberapa 

arti, diantaranya al-I’tima>d (الاعتماد), al-umm (الأم), ityan al-Shayi’ ( إتيان
 .(استقامة الطريق) dan juga istiqa>matu al-Tari>q (التوجو) al-tawajjuh ,(الشيء

Di dalam al-Qur‟an ditemukan ada beberapa kata qas}ada (قصد) atau 

turunannya dengan masing-masing pengertiannya sesuai dengan siyaq-nya: 

ىكُمْ اَجَْْعِيَْْ  رٌوَلَوْ شَاۤءَ لََدَه هَا جَاۤىِٕ بِيْلِ وَمِن ْ ِ قَصْدُ السَّ  وَعَلَى اللّهّ

Dan Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya 

ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia 

memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).
2
 

 

At-Thabari (w. 310 H)
3
 menyebutkanal-qas}du disini meluruskan jalan 

yang lurus yang tidak ada belokan padanya.
4 

                                                           
1
AnisIbrahim dkk. al-Mu’jam al-Wa>sit. Mesir : Dar Al Ma‟arif. jilid II. 1972. 738 

2
Q.S. an- Nahl [16] ayat 6 

3
Namanya Abu Ja‟far Muhammad Ibnu Jarir bin Zaid bin Katsir al-Amuli at-Tabari. Mufassir, 

imam, hafidz, punya banyak karya diantaranya Tafsir Jami’ Al-Bayan, Tahdzib Al-Atsar, Tarikh 
Al-Umam wa Al-Muluk dan lainnya. (Thabaqat Al-Mufassirin karya Ad-Dauwudi, 2/110 dan 

seterusnya)  
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ُۗ

ةُ قَّ ت َّبَ عُوْكَ وَلهكِنْْۢ بَ عُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّ سَفَراً قاَصِدًا لاَّ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَريِْ بًا وَّ
ُ يَ عْلَمُ انِ َّهُمْ  ِ لَوِ اسْتَطعَْنَا لََرََجْنَا مَعَكُمْْۚ يُ هْلِكُوْنَ انَْ فُسَهُمْْۚ وَاللّهّ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِِللّهّ

ذِبُ وْنَ   لَكه
Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) adalah keuntungan yang 

mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka 

mengikutimu.Akan tetapi, (mereka enggan karena) tempat yang dituju itu 

terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) 

Allah, “Seandainya kami sanggup niscaya kami berangkat bersamamu.” 

Mereka membinasakan diri sendiri) dan Allah mengetahui sesungguhnya 

mereka benar-benar para pembohong.
5
 

 

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa makna qa>s}idan> (قاصدا) di dalam 

ayat ini adalah yaitu jalan yang mudah dan diketahui. 

Makna ketiga berarti keseimbangan, tengah-tengah dalam urusan , dan 

kesederhanaan. Makna ini terdapat dalam contoh berikut ini: 

 الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْْمَِيِْْ وَاقْصِدْ فِْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَُۗ اِنَّ انَْكَرَ 
Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya 

seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
6
 

 

Menurut Ibn Jinni kata qas}ada memiliki hanya satu makan saja, yakni 

makna yang pertama. Karena menurutnya, makna utama dara qas}ada adalah 

“bertujuan dan terarah.” Makna tersebut bisa ke arah positif, sehingga 

bermakna lurus dan sedang, pun juga bisa ke arah negatif sehingga bermakana 

menghancurkan atau merusak.
7
 Dari sekian banyak makna yang dijelaskan 

tentang kata qas}ada, pendapat Ibn Jinni lebih mudah dipahami, karena pada 

dasarnya makna-makna yang lain seperti halnya “keseimbangan” dari satu akar 

makna, yakni tertuju. Makna ini juga sesuai  dengan makna istilah pada intinya. 

                                                                                                                                                               
4
Ibnu Jarir Ath-Thabari, Jami’ Al-Bayan fi Ta’wil Al-Quran, (Beirut: Penerbit ar-Risalah, 1994) 

juz 4,504. 
5
Q.S. al-Taubah [ 9] ayat 42 

6
Q.S. Luqman [31] ayat 19 

7
‘Ali> ibn Ismai>l, al-Muhkam al-muhi>t al-Az’ham fi al-Lughah,( kairo:Penerbit Musthafa al-

Babi,1392 H) juz 6, 116 
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2. Pengertian al-Shari>’ah 

Kata kedua dari maqa>s}id al-shari>’ahadalah kata “Shari>’ah” yang juga 

bersasal dari bahasa arab, (شريعة) kata ini memiliki makna dasar tempat air 

ituk minum.
8
 Dasar kata tersebut berkembanglah makna lain berupa : jalan, 

tradisi, (sunnah), cara, dan agama. Di dalam al-Qur‟an juga disebutkan: 

نَ الْاَمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلَا تَ تَّبِعْ اىَْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَ عْلَمُوْنَ  ى شَريِْ عَةٍ مِّ كَ عَله  ثَُُّ جَعَلْنه
Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat 

dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah 

engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
9
 

 

Al farra>‟ menafsiri jalan yang lurus di atas dengan “tradisi agama dan 

cara hidup.”
10

 Juga ayat berikut : 

هَاجًا ُۗ   ....لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِن ْ
Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang 

terang...
11

 

 

Menurut Ibn Katsi>r , mengutip berbagi riwayat para sahabat, arti dari 

shari>’ah adalah jalan dan tradisi yang ( Sunnah ). Sedangkan shari>’ah memiliki 

arti permulaan dari sesuatu, di mana شرع فِ كدا(  ) berarti memulai sesuatu.
12

 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kata shari>’ah 

memiliki makna dasar berupa “jalan” atau “tradisi”, yang pada nantinya 

berkembang menjadi makan “agama aturan dan cara.” Makan “jalan” 

tersebut sebagai sebuah tempat yang akan di datangi oleh orang banyak 

karena ada tujuan mencari air (kesegaran dan kebutuhan) jika 

mempertimbangkan makan yang disampaiakn Ibn katsir kata syariat berarti 

jalan atau tradisi awal sebagi tempat bermula. 

                                                           
8
Ahamad ibn fa>ris, Mujmal al-Lugha ( Bairut :al-Risalah, 1406 H) juz 2, 526. 

9
Q.S. al-Jatsyiah [ 45] ayat 18 

10
Abu> zakariyya> al-farra>’, Ma’a>ni>al-Qur’a>n ( Bairut: Al-amul Kotob , 1403 H ) juz 3, 46 

11
Q.S. al-Maidah [ 5] ayat 48 

12
Abu> zakariyya> al-farra>’, Ma’a>ni>al-Qur’a>n ( Bairut: Al-amul Kotob , 1403 H ) juz 3, 46 
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Maqa>s}id al-Shari>’ah dalam pengertian bahasa berarti tujuan-tujuan 

dari suatu jalan atau tradisi, apapun tradisinya. Suatu tempat yang didatangi 

karena alasan-alasan terentu adalah syariat, dan maqa>s}id al-shari>’ah berarti 

maksud dan tujuan untuk mendatangi tempat tersebut. Begitulah pengertian 

maqa>s}id al-shari>’ah dalam bahasa yang pada nantinya tidak jauh berebeda 

ketika memaknaninya dalam istilah yang digunakan dalam ilmu ini. 

3. Pengertian Istilah 

Pengertian istilah maqa>s}id al-shari>’ahtidak jauh berbeda dari pengertian 

bahasa di atas. Hanya saja ada  makna sepesifik di dalamnya mengingat kata 

Shari>’ah sendiri memiliki makna yang khusus dalam istilah Islam. Al–Jurja>ni> 

memaknai kata shari>’ah dengan menerima ketetapan sifat penghambaan.
13

 

Selanjutnya menurut Ibn Taimiyyah bahwa shari>’ahatau shari>’ berarti segala 

yang disusun sebagai sebuah aturan dari Allah SWT. Baik berupa keyakian 

maupun aturan tentang perbuatan.
14

 Ibn Taimiyyah menambahkan bahwa 

Shari>’ah juga menunjukan ketaatan pada rasul dan mengikutinya.
15

 

Pemaknaan shari>’ah tidak bisa lepas dari kata isla>m, karena yang 

dimaksud dalam ilmu ini tentu adalah shari>’ahisla>miyah atau syariat Islam. 

Syariat Islam adalah segala hal yang di atur oleh Allah SWT . untuk 

hambanya memelui Rasullualah Saw, sehingga maqa>s}id al-shari>’ah dalam 

istilah ilmu ini adalah tujuan dan gambaran besar dari tata aturan hukum 

Allah SWT, untuk hamba-Nya melalui Rasullulah Saw.  Para ulama yang 

mengulas maqa>s}id al-shari>’ah memberikan gambaran tentang pengertian 

dari maqa>s}id al-shari>’ah, diantaranya: 

Al-Ghaza>li> menyebutkan maqa>s}id al-shari>’ahadalah ungkapan yang 

berisi pengayoman pada keberadaan diri ( dengan menolak kerusakan ) dan 

upaya mewujudkan sarana kemaslahatan.
16

 Pada dasarnya ini bukanlah  

                                                           
13

Al–Jurja>ni>, Mujam-Ta>r’ifa>t( Kairo : Dar al-Fadilah, tt) 109 
14

Ibn Taimiyyah, Majmu>’ al-Fata>wa>(Makkah :Maktabah Nahdah  Haditsiyyah, tt) juz 19, 306 
15

Ibid 306 
16

Abu Ha>mid al-Gha>zali>, Syifa’ al Ghali>l Fi> Baya>n al- Syabh Wa al- Mukhil wa Masa>lik al- Ta’li>l 
(baghdad:Penerbit al-Irsyad, 1390 H) 256 
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pengertian maqa>s}id al-shari>’ah melainkan manfaatnya, yakni berupa 

menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan. 

Al-Raisu>ni> mendefinisikan maqa>s}id al-shari>’ah sebagai tujuan final 

yang ditentukan syariat untuk mewujudkan kemashlahatan manusia.
17

 

‘Ala>l al-Fa>si> menjelaskan bahwa maqa>s}id al-shari>’ah adalah tujuan 

akhir dan nilai (hikmah) pada setiap hukum yang ditetapkan oleh syariat.
18

 

Pada pengertian al-Fa>si>ini terdapat dua kata kunci. Pertama tujuan kahir (al-

Gha>yah) sebagai tujuan besar dari hukum. Kedua, nilai atau hikmah sebagai 

tujuan pada hukum-hukum parsial. 

Al-Zuhaili> memberikan pengertian yang mirip dengan apa yang di 

sampaiakn al-Fa>si>. Menurut al-Zuhaili>, adalah “makna dan hikmah yang di 

pertimbangkan oleh syariat dalam hukum, baik semua hukum atau sebagian 

besar dari hukum yang ada, atau maqa>s}id al-shari>’ah adalah hikmah yang 

terkandung pada bagian-bagian hukum yang di tentukan oleh syariat.
19

 Pada 

bagian  pertama dari apa yang disampaikan al-Zuhaili> merujuk pada maqa>s}id 

al-shari>’ah yang bersifat umum, sedang pada bagian kedua merujuk pada 

bagian khusus. 

Pembagian maqa>s}id menjadi dua tersebut bermula dari pandangan Ibn 

A>syu>r. Menurutanya maqa>s}id al-shari>’ah itu ada yang bersifat umum dan 

adapula yang bersifat khusus. Ibn A>syu>r menyatakan maqa>s}id al-shari>’ah 

yang umum adalah nilai dan hikmah yang dipertimbangkan oleh syariat 

dalam pemberian hukum, secara universal atau mayoritas hukum, dan tidak 

hanya pada perisai hukum tertentu saja.”
20

 

Lalu pada karya yang sama Ibn A>syu>r juga menejelaskan tentang 

maqa>s}id al-shari>’ah yang bersifat khusus. Beliau mengatakan maqa>s}id al-

shari>’ah yang khusus berarti metode tertentu yang digunakan syariat untuk 

mewujudkan hal bermanfaat bagi manusia untuk mengayomi kemaslahatan 

mereka dalam bentuk perilaku parsial. Metode  itu untuk menjaga agar upaya 

                                                           
17

Amad Al-Raisu>ni> , Nazhariyyat al-Maqa>shid inda al-Sya>thibi>(Riyad:an-Najah , 1411 H),. 3 
18

Alal al-Fa>si>,Maqa>sid al-Shari>’ahAl-Islamiyah Wa Makrimuha(Maroko: al-rislah,1979) 7 
19

Wahba al-Zuhaili>,Ushul al-Fiqhal-Isla>mi>( Sirya : Darul Fikr, 1406 H ) juz 2, 3 
20

Ibn A>syu>r, Maqa>sid al-Shari>’ahal-Islamiyyah ( Tunisa : al-Syirkah,1978) 51 
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manusia mewujudkan kemaslahatan parsial tidak lantas menafikan kemslahatan 

asasi yang lebih umum, akibat kelalain dan dorongan hawa nafsu mereka.
21

 

Saad al-Yu>bi> memberikan ringkasan dari pengertian-pengertian di atas. 

Menurutnya maqa>s}id al-shari>’ah adalah “alasan dan hikmah yang 

dipertimbangkan Syariah hukum, baik bersifat umum atau khusus pada kasus-

kasus tertentu, dengan tujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi 

manusia.”
22

 

Salah satu pemikir muslim yang aktif menyuarakan maqa>s}id al-

shari>’ah sebagai solusi atas persoalan metodologi kajian hukum Islam 

adalah Jasser Audah asal mesir. Jasser Audah adalah ketua dan pendiri Al-

Maqasid Research Centre In The Philosophy Of Islamic Law (Markaz 

Dirasat Maqa>s}id al-Shari>’ahal-Isla>miyah) yang bermarkas di London UK. 

Suatu lembaga yang bergerak di bidang kajian Islam umumnya dan pada 

khususnya. Melalui berbagai karyanya baik berupa artikel maupun buku 

yang telah diterbitkan, Jasser menegaskan bahwa maqa>s}id al-shari>’ah adalah 

konsep yang sangat sesuai untuk diterapkan dalam kontek modern. 

Pendekatan sistem merupakan ciri khas dari maqa>s}id al-shari>’ah yang 

diusung oleh Jasser audah 

Jasser audah juga menjelaskan maqa>s}id al-shari>’ah secara aplikasi. 

Menurutnya, maqa>s}id al-shari>’ah adalah cabang ilmu keislaman yang 

menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh 

sebuah kata yang tampak sangat sederhana, yaitu “mengapa?”, seperti 

beberapa pertanyaan berikut? mengapa seorang muslim sholat? mengapa 

zakat dan puasa merupakan salah satu rukun Islam? mengapa berlaku 

terhadap tetangga merupaka kewajiban pada Islam? mengapa minum 

minuman beralkohol, walaupun sedikit, adalah dosa besar dalam Islam? 

Mengapa hukuman mati ditetapkan bagi orang memperkosa atau membunuh 

                                                           
21

Ibid 51 
22

Muhammad Sa’ad al-Yu>bi>, Maqa>sid al-Syariah al-Isla>miyyah wa Ala>qatuha> bi al-Abdillah al-
Syar’iyah (Riyad : Dar al-Hijrah, 1998)  37 
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secara sengaja? Definisi diatas sekaligus menjadi pembeda antara maqa>s}id 

al-shari>’ah dan illat , hikmah, dan istilah lainnya  

Selanjuntya maqa>s}id al-shari>’ah secara epistimologis berarti 

mempertanyakan dari mana sumber maqa>s}id al-shari>’ah dan bagaimana 

mendapatkan dalam berbagai kesempatan di beberapa buku yang ditulis 

Jasser audah menegaskan bahwa maqa>s}id al-shari>’ah merupakan manhaj 

atau metode ijtihad dari para sahabat terutama khulafa> al-Ra>syidi>n Jasser 

Audah menegaskan bahwa penggunaan metode al-shari>’ahtelah ada fikih 

mujtahid dari kalangan para sahabat . 

Secara garis besar maqa>s}id al-shari>’ah adalah tujuan yang berupa 

alasan dari ditetapkannya hukum oleh syariat. Terkadang alasan tersebut 

terdapat pada semua atau mayoritas hukum, sehingga bersifat umum. 

Kadang pulaalasan tersebut hanya ditemukan pada kasus-kasus tertentu, 

sehingga bersifat khusus. Tujuan-tujuan ini pada finalnya adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. 

4. Ruang lingkup Maqa>s}id al-Shari>’ah 

Ruang lingkup kajain maqa>s}id al-shari>’ah tidak terlepas dari ruang 

lingkup fikih (hukum syariat), karena pada dasarnya maqa>s}id al-shari>’ah 

adalah rumusan paling mendasar dari hukum syariat tersebut.  Ketika fikih 

merupakan produk hukum,maqa>s}id al-shari>’ah adalah alasan yang 

melatarbelakangi penetapan hukum tersebut. Sehingga ruang lingkup 

maqa>s}id al-shari>’ah melekat dengan ruang lingkup fikih sebagai produknya. 

Kata fikih bersal dari bahasa arab, فقو yang berarti paham dan 

mengetahui.
23

 Dari makna bahasa ini semua ilmu bisa disebut fikih, karean 

fikih sinonim dengan kata ilmu. Sebagai sebuah istilah sebagai disiplin 

ilmu, kata fikih kemudian mengalami perkembangan maknya yng berbeda 

dengan makan yang difahami pada masa awal. 

                                                           
23

Ahmad ibn fa>ris, Mujmal Al-Lughah , (Bairut :al-Rislah, 1406 H) juz 4, 442 
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Al-Ghaza>li> menjelaskan tentang perkembangan makna ini pada Ihya> 

‘Ulu>m al-Di>n pada bagian penjelasan lima kata ilmu yang berubah makna, 

diantaranya adalah fikih, ilmu, tauhid, dizkir dan hikmah. Menurutnya kata 

fikih pada awalnya merujuk suatu ilmu yang mengulas negatifnya dorongan 

nafsu, perbutan buruk untuk dihindari, serta bicara soal remeh-remehnya 

duniawi. Lalu pada perkembangan berikutnya, kata fikih justu merujuk pada 

ilmu soal fatwa hukum beserta penelusurannya landasan hukumnya.
24

 

 Hal itu dapat pula di tangkap dari ungkapan Imam Hanafi. 

Menurutnya fikih adalah mengetahui segala hal yang bermanfaat dan 

berakibat buruk.
25

 Dalam  sebuah hadis, Ali> ibn Abi> Tha>lib menjelaskan: 

ى صِ اعَ  مَ م فِ ص لََُ خِّ رَ  ي ُ لَ وَ  اللِ  ةِ حَ ن رَ مِ  اسَ النَّ  طِ نِّ قَ  ي ُ ن لَ مَ  يوِ قِ الفَ  قُّ حَ  قىوُ فِ الْ 

)رواه ابو داود(اللِ  ابِ ذَ ن عَ م مِ هُ ن ْ مِّ  ؤَ  ي ُ لَ وَ  اللِ   

Ahli fikih sejati adalah dia yamg tidak membuat orang lain putus asa 

akan rahmat allah, yang tidak memberi kemurahan kepada mereka 

pada maksiat allah,yang tidak membuat mereka merasa aman dari 

azab Allah.(HR.Abu Daud)  
 

Dari makna awal itulah fikih kemudian bergerak menjadi sebuah 

disiplin ilmu tersendiri. Jika pada awal makna, fikih lebih dekat pada ilmu 

tasawuf, maka kemudian fikih menjadi ilmu yang mengulas hukum syariat. 

Al-Jurja>ni> menjelaskan bahwa fikih secara bahasa berarti pengetahuan 

seseorang akan maksud dari apa yang dia katakan.secara istilah, fikih adalah 

ilmu tentang hukum syariat yang yang di hasilkan dari (ijtihad) pada dalil-

dalilnya.
26

 Al-Jurja>ni menambahkan bahwa fikih adalah ilmu yang di 

hasilkan dari akal dan ijtihad, serta butuh pada pemikiran dan penelitian 

mendalam.
27

 

                                                           
24

Abu Ha>mid al-Gha>zali>, Ihya> ‘Ulu>m al-Di>n ,(Bairut: Dar Ibnu Hazm 2005) juz 4, 41 
25

Al-zarnuji,  Talim Muta’allim Tahariq at-Ta’allum,  (bairut :al-Maktab al-islami, 1981), 65 
26

‘Ali>al-Jurja>ni>,Mu’jam al-Ta’rifat…141 
27

„Ali>al-Jurja>ni>,Mu’jam al-Ta’rifat…141 
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Fikih sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengulas hukum syariat, 

memiliki dua cangkupan ruang lingkup. Pertama, objek material yakni 

objek yang tampak, baik secara maupun tidak. Kedua, obek formal yaitu 

objek yang tidak tampak dan hanya berupa pengamatan dan perspektif 

dalam melihat objek material. Objek material dan fikih adalah perbuatan 

manusia, sedangkan objek formalnya adalah produk hukum terkait dari 

suatu perbuatan manusia.
28

 

Objek material fikih sangat luas, karena objek pembahasan fikih 

adalah segala perbuatan manusia. Hal di dasarkan bahwa syariat adalah 

dialog (khita>b) tuhan kepada manusia tentang segala perbuatannya. Khita>b 

ini disebut dengan taklif29
, sedangkan objeknya di sebut mukallaf. Yang di 

maksud dengan mukallaf dalam istilah fikih adalah orang dewasa (baligh) 

dan berakal. Zakariyya> al-Ansha>ri> menjelaskan:
30

 

ا مَّ اَ  وَ  علِ ا الفِ رَ ي ْ يِ تَْ  وْ اَ  ءِ اضَ تَّ قَ الْ  فِ لِّ كَ مُ الْ  لِ عْ فِ ا بِ مَّ اَ  قِ لِّ عَ ت َ مُ الْ  اللِ  ابُ طَ خِ  مُ كْ الُْ 

ادً سِ افَ ا وَ يحً حِ صَ ا وَ عً نِ امَ ا وَ طً رْ شَ ا وَ بً ب َ سَ  دُ ارِ ا وىو الوَ عَ ضِ وُ  مِّ عَ بَِ   

Hukum adalah khita>b Allah yang berkenaan dengan 1) perbuatan 

orang mukallaf,baik(sebagai bentuk) tuntunan melakukan dan 

pemberian pilihan perbuatan (melakukan atau tidak),2) dan berkenaan 

dengan yang lebih umum (kepada mukallaf atau lainya) sebagai 

khita>b positioning atau labeling.Khita>b positioning ini memposisikan 

sesuatu sebagai:sebab atau syarat  atau pecegah (bagi suatu 

perbuatan), khita>b labeling memberikan status suatu perbuatan 

sebagai: sah atau tidak sah. 

 

                                                           
28

Terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang menjadi objek material dari khitab tuhan ini. 

Mazhab Hanafiyyah menyatakan bahwa perbuatan manusia yang beriman saja yang menjadi 

objek Sedangkan mazhab Sya>fi’iyyah tidak hanya yang beriman tetapi semua manusia termasuk 

dari objek ini. Sehingga non muslim Dalam Sya>fi’iyyah Termasuk objek dari hukum, meski 

dalam penerapan nya masih ada kasus-kasus tertentu yang dikecualikan karena ada dalil, seperti 

hukum haid dan nifas. Menurut Sya>fi’iyyah ini, non muslim masih terkena segala kewajiban 

dalam syariat seperti salat, puasa, dan zakat. Lihat, Abu> al-Mana>qib al-Zanja>ni>,Takhrij al-Furu>’ 
‘ala> al-Ushu>l (Beirut: Al-Risalah, 1982).338-339. 

29Takli>f diberi beban atau tanggung jawab, mukallaf  berarti orang yang diberi beban dan tanggung 

jawab . 
30

Zakariyya> al-Ansha>ri, Gha>yah al-Wushu>l fi syarah< Lubb al-ushu>l (Mesir: Da>r kotob Arabiyah 

Kubra, tt), juz1, hlm.6. 
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Dan objek formal fikih adalah segala produk hukum yang dihasilkan 

dari ijtihad terhadap perbuatan mukallaf, dimana ijtihad tersebut 

berdasarkan pada telaah mendalam pada sumber-sumber hukum. Produk 

hukum ini dapat berupa: 

a. Hukum status (hukum takli>fi>) yang berisikan status wajib, sunah, mubah, 

makruh, dan haram. 

b. Hukum positioning (hukum wadl’i>) yang memposisikan sesuatu sebagai: 

sebab atau syarat atau pencegah dari sesuatu yang lain. Seperti 

”masuknya waktu salat” sebagai sebab hukum wajib salat. 

c. Hukum labeling (hukum wadl’i>) yang memberi label terhadap suatu 

perbuatan dengan sah atau tidak sah. Seperti salat yang memenuhi 

ketentuan di anggap sah. Dan salat tidak mengahadap kiblat tidak sah. 

Jika kita simpulkan, maka kita temukan bahwa objek material dan 

formal fikih adalah sebagai berikut: 

1. Objek material pelaku, yaitu manusia (mukallaf). 

2. Objek material perbuatan, yaitu perbuatan yang di lakukan oleh 

manusia (mukallaf). 

3. Objek formal status, yaitu status hukum berupa: wajib, sunnah, mubah, 

makruh, dan haram. 

4. Objek formal positioning (pemosisian), yaitu perbuatan atau keadaan 

tertentu yang di posisikan sebagai: sebab, syarat, atau pencegah 

keabsahan. 

5. Objek formal labelling, yaitu label terhadap suatu perbuatan dianggap 

sah atau tidak sah. 

Penjelasan di atas adalah mengenai ruang lingkup dari fikih. Maqa>s}id 

al-Shari>’ah yang terkait pada studi fikih memiliki ruang lingkup yang 

hampir sama.Hanya saja karena maqa>s}id al-shari>’ah memiliki pembahasan 

yang lebih khusus, maka ruang lingkupnya menjadi lebih spesifik. 

Maqa>s}id al-Shari>’ah tidak mengulas produk hukum sebagai objek 

formal, melainkan alasan dan latar belakang dari produk hukum itu.suatu 

produk hukum tertentu diposisikan sebagai media kemudian ditelusuri 
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alasanya (kausa). Dan dari kausa inilah dikembangkan pula produk-produk 

hukum yang lain. Dengan kata lain, objek formal  maqa>s}id al-shari>’ah 

adalah alasan besar atau blueprint syariat atas segala perbuatan manusia. 

Hal itu untuk menjawab suatu pertanyaan apa sebenarnya yang dituju 

syariat atas manusia di segala tempat dan di semua waktu? 

Maka jika di petakan, objek material dan formal dari maqa>s}id al-

shari>’ah dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Objek material pelaku, yaitu manusia (mukallaf). 

b. Objek material perbuatan, yaitu perbuatan yang di lakukan oleh 

manusia (mukallaf). 

c. Objek formal media, yaitu semua produk hukum,baik berupa 

status,positioning,maupun labelling. 

d. Objek formal, yaitu alasan dari produk hukum. 

B. Hubungan Maqa>s}id al-Shari>’ah dengan studi fikih yang lain. 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya maqa>s}id al-shari>’ah hanya salah satu 

dari berbagai kajian fikih. Ada beberapa disiplin ilmu yang terkait dengan studi 

maqa>s}id al-shari>’ah, seperti studi fikih, studi ushul fikih, studi kaidah fikih, 

studi perbandingan fikih, serta beberapa istilah dalam kajian fikih yang belum 

berupa disiplin tersendiri, seperti dlawa>bith fikih. Berikut penjelasan singkat 

dari disiplin ilmu tersebut: 

1. Studi Fikih 

Studi fikih atau konsep fikih (nazhariyya>t fiqbiyyah) adalah kajian 

tentang teori atau konsep fikih pada suatu bab tertentu. Misalnya teori zakat 

dan teori pembagian warisan. Kajian ini memberikan penjelasan secara 

lengkap dari suatu pembahasan tertentu. Karena itulah, studi fikih ini 

mencakup banyak konsp-konsep (kaidah) di dalamnya yang terkumpul 

dalam suatu pembahasan tersebut.
31

 

  

                                                           
31

Ahmad Zarqa>, Al-Madkhal al-Fiqhi> al-‘A>mm (Damaskus, Maktabah Alif Ba al-

Adib,1976),juz1.216-217. 
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2. Studi Ushul Fikih 

 Ushul fikih jika diartikan secara bahasa adalah pokok atau dasar dari 

fikih. Ushul fikih berarti suatu kajian tentang konsep dasar dalam berijtihad 

(menetapkan suatu hukum) dari sumbernya. Kajian ini diawali dengan 

ditulisnya kitab al-Risa>lah oleh Imam Sya>fi’i>, lalu mengalami 

perekembangan pada waktu berikutnya. 

Ushul fikih berisikan konsep-konsep yang bersifat komprehensif, berlaku 

untuk semua kasus. Mayoritas konsep ini diambil dari logika bahasa.
32

 Yang 

karena bahasa sumber hukum (al-Qur‟an dan hadis) adalah bahasa arab, maka 

logika bahasa yang di tarik ke dalam konsep ushul ini adalah logika bahasa 

Arab. Di samping pula terdapat konsep-konsep ushul yang bukan dari logika 

bahasa, seperti Istihsa>n, qiya>s, mashlah{ah mursalah, dan lainya.     

3. Studi Kaidah Fikih 

Secarah bahasa kaidah fikih hampir sama dengan istilah ushul fikih, 

karena kaidah fikih berarti konsep fikih, yang dalam artian berikutnya ushul 

fikih juga berarti kaidah dan konsep. Akan tetapi dua studi dalam pengertian 

istilahnya jelas berbeda. Ushul fikih (seperti dijelaskan di atas) merupakan 

konsep atau kaidah yang di gunakan mujtahid ketika menetapkan hukum 

berdasar pada sumber hukumnya. Sedangkan kaidah fikih adalah kumpulan 

keamanan pada kasus-kasus fikih, yang kemudian dirumuskan dalam suatu 

konsep. Konsep tersebutlah yang disebut dengan kaidah fikih. Dari hal 

tersebut, dapat dibedakan bahwa ushul fikih adalah konsep untuk mengupas 

sumber hukum, sedangkan kaidah fikih adalah konsep yang muncul dari 

kasus-kasus hukum fikih. 

Ambillah satu contoh, salat wajib niat, puasa pun wajib berniat, dan 

bahkan jika dilihat pada semua bab fikih, ditemukan bahwa niat dapat 

mempengaruhi hukum suatu perbuatan salat yang dilakukan pada waktu jam 

tujuh pagi, lantas niatnya adalah salat duha, maka sah. Betapa niat dapat 

berpengaruh pada suatu perbuatan, sehingga muncul suatu kaidah fikih: 

“Segala perbuatan (dipengaruhi) niatnya,” 

                                                           
32

Lihat, Al-Qarafi>, al-Faru>q(Bairut: Mu‟assah al-Risalah,2003),juz 1, 2. 
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Jika konsep dalam ushul fikih lebih banyak diambil dari kaidah 

bahasa, maka kaidah fikih diambil dari persamaan diantara banyak kasus 

fikih. Karena itu, konsep dalam kaidah fikih tidak demikian.
33

 Hal itu 

disebabkan ada banyak potensi yang munculnya kasus minor (kasus 

pengecualian) pada konsep kidah fikih. 

4. Dlawa>bith Fikih 

Dlawa>bith secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata dla>bith yang 

berarti kriteria atau batasan. Kajian ini hampir sama dengan kaidah fikih, 

yakni konsep yang muncul dari persamaan pada kasus-kasus hukum fikih. 

Perbedaannya adalah terletak pada cakupan dari konsep tersebut. Jika 

kaidah fikih mencakup berbagai bab fikih, maka dlawabith merupakan 

konsep yang hanya mengulas satu bab fikih saja.
34

 

Dari hal itu dapat disimpulkan kajian dlawa>bith fikih adalah kajian 

tentang konsep yang dimunculkan dari persamaan-persamaan mendasar dari 

kasus-kasus fikih dalam satu pembahasan.Misalnya penjelasan mengenai 

kriteria barang yang dapat dijadikan barang gadai. Pada kajian dlawa>bith ini 

dijelaskan kriteria barang gadai sama dengan kriteria barang jual-beli, 

sehingga segala barang yang sah dijual, sah pula untuk dijadikan barang 

gadai. 

5. Studi Perbandingan Fikih 

Perbandingan fikih merupakan kajian terhadap suatu kasus tertentu yang 

diulas dari berbagai pandangan mazhab. Kajian ini memaparkan pandangan 

masing-masing mazhab fikih terhadap suatu kasus tertentu, yang terkadang 

pula dilengkapi dengan dalil dan alasannya. Kemudian dirumuskan pula 

persamaan dan perbedaan dari mazhab-mazhab itu pada kasus tersebut 

sehingga dari kajian ini dapat ditemukan pandangan alternatif yang 

memungkinkan untuk diterapkan. 

Kajian ini memberikan penjelasan yang lengkap terhadap kasus fikih, 

dan bahkan bagaimana suatu kasus penuh dengan perdebatan dan dialog. 
                                                           
33

Muhammad al-Zuhaili>, al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah wa Tathbi>qa>tuha fi al-Madza>hib al-‘Arba’ah 

(Damaskus : Dar al Fikr, 2006) 24 
34

Muhammad al-Zuhaili>, al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah….24 
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Sehingga memudahkan bagi pengkaji untuk memahami bagimana proses 

istinbat yang dilakukan para mujtahid.
35

 

6. Studi Takhri>j Fikih 

Takhri>j fikih atau juga disebut takhri>j furu>’ hampir sama dengan studi 

perbandingan fikih. Perbedaannya adalah jika studi perbandingan diawali 

dari kasus tertentu, yang diulas dari berbagai pandangan mazhab, maka 

takhri>j furu>’ mengulas suatu konsep ushul fikih dari berbagai pandangan 

mazhab, dan dampaknya ketika diterapkan pada kasus. 

Kajian ini memberikan pemahaman bagaimana menghubungkan kasus 

fikih pada dalil sumbernya, serta menjelaskan konsep-konsep ushul yang 

berpotensi memunculkan perbedaan pendapat di kalangan mujtahid.
36

 

Dari berbagi kajian-kajian di atas yang berkaitan dengan fikih, studi 

Maqa>s}id al-Shari>’ah berada pada pembahasan yang berbeda. Berikut ulasan 

singkatnya : 

a. Maqa>s}id al-Shari>’ahdan Strudi Fikih (Nazhariyya>t) 

Studi fikih Nazhariyyat> mengulas produk hukum berupa teori dari 

suatu pembahasan, mulai dari pengertian, rukun, syarat, dan berbagai 

ketentuan lainnya. Sedangkan maqa>s}id al-shari>’ah mengulas penelusuran 

latar belakang dan alasan poduk hukum tersebut. Bahkan dengan pula 

menelusuri hubungan antara satu produk pembahasan dengan produk 

hukum pada pembahasan lain, sehingga dapat menemukan titik temu 

suatu tujuan. 

b. Maqa>s}id al-Shari>’ah dan Ushul Fikih  

Studi ushul fikih menjelaskan tentang konsep yang digunakan 

dalam istinbath hukum, baik konsep yang berasal dari logika bahasa 

maupun konsep mandiri. Konsep-konsep ini memberikan kriteria dalam 

penafsiran nas dari sumber hukum, hingga menjadi suatu produk hukum, 

                                                           
35

Sa’i>d Ramadla>n al-Bu>thi>, Muha>dlara>t fi al-Fiqh al-Muqara>n (Damaskus: Darul Fikr, tt) 5-6 
36

Pengantar Muhammad Adi>b Sha>lih dalam Abu>- al-Muna>qib al-Zanja>ni>, Takhri>j al-Furu>’’ala> al-
Usu>l …13 
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itu artinya ushul fikih adalah jembatan antara sumber hukum dengan 

produk hukumnya. 

 Jika ushul fikih biasanya berhenti pada nas, maka pembahasan 

maqa>s}id al-shari>’ah justru melampaui nas. Maqa>s}id al-Shari>’ah mencoba 

mencari tau apa alasan (tujuan) dari hukum, hingga dapat disimpulkan 

suatu gambaran besar maksud dari nas dan produk hukumnya. 

Meski demikian, maqa>s}id al-shari>’ah sangatlah dekat dengan studi 

ushul fikih. Karena pada terapannya, beberapa konsep ushul fikih digunakan 

untuk melacak suatu maksud hukum. Konsep ushul fikih yang digunakan 

tersebut berkisar pada konsep ‘illah (kausa) dan konsep mashlah}ah. 

c. Maqa>s}id al-Shari>’ah dan Kaidah Fikih 

Kaidah fikih, seperti dijelaskan sebelumnya, merupakan kumpulan 

kesamaan dari berbagai bab fikih. Kesamaan ini dapat mempermudah 

pengkaji fikih memahami gambaran besar skema hukum fikih. Jika 

dilihan dari titik itu, ada kemiripan kaidah fikih dengan maqa>s}id al-

shari>’ah. Keduanya merupakan titik kesamaan dari berbagai ketentuan 

dalam fikih. Hanya saja, kaidah fikih adalah titik kesamaan di bagian 

ketentuan, sedangkan maqa>s}id al-shari>’ah adalah titik kesamaan hukum-

hukum fikih di bagian tujuan dan maksud dari hukum tersebut. 

d. Maqa>s}id al-Shari>’ah dan Dlawa>bith Fikih 

Hampir sama dengan kaidah fikih, Dlawa>bith fikih adalah titik 

kesamaan di antara kasus-kasua hukum dalam satu bab, sedangkan maqa>s}id 

al-shari>’ah adalah penelusuran kesamaan tujuan di antara hukum-hukum 

fikih, baik dalam satu pembahasan tertentu, maupun lintas bab. 

e. Maqa>s}id al-Shari>’ah dan Perbandingan Fikih 

Studi perbandingan fikih mengulas satu kasus dari berbagai 

pandangan mazhab-mazhab fikih.Studi ini memberikan kejelasan 

kerangka berpikir pada masing-masing mazhab dalam suatu kasus 

tertentu.Sehingga dapat dipahami latar belakang terjadinya perbedaan 

pendapat dikalangan ulama pada kasus tersebut. 
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Pada nantinya, studi perbandingan fikih ini berperan memberikan 

beberapa kejelasan dalam maqa>s}id al-shari>’ah, yaitu: 1) ruang yang 

berpotensi terjadi perbedaan pendapat ulama, 2) bagaimana proses 

terjadinya perbedaan pendapat tersebut, 3) ruang yang sebenarnya tidak 

terjadi perbedaan pendapat. Poin-poin ini bermanfaat untuk membuka 

pilihan-pilihan pendapat untuk mengkompromikan kemaslahatan yang 

diharapkan pada masyarakat. 

f. Maqa>s}id al-Shari>’ah dan Takhri>j  Fikih 

Hampir sama dengan perbandingan fikih, takhri>j fikih mengupas 

perbedaan pendapat ulama mazhab, tetapi dari sisi konsep dan teori 

istinbat-nya. Jika pengkaji maqa>s}id al-shari>’ah juga dibekali kajian 

takhri>j ini, maka dapat memahami proses-proses istinbat dari hukum, 

yang pada nantinya upaya kompromi maslahah baru menjadi berdasar 

dari suatu konsep istinbat, tidak hanya dari produk hukum. 

C. Aspek Maqa>s}id al-Shari>’ah Dalam Pemikiran Us>h{u}li> Empat Madz\hab 

 Empat madz\hab yang di maksud di sini adalah imam sekaligus pendiri 

empat madz\hab yang terdiri dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam 

Syafi’i, dan Imam Ahmad. Pembahasan akan dimulai dari pemikiran metode 

penetapan hukum Islam para imam madz\hab, dilanjutkan dengan pemikiran-

pemkiran spesifik tentang maqa>s}id al-shari>’ah yang dikembangkan oleh para 

pengikut empat madz\hab. 

1. Aspek Maqa>s}id al-Shari>’ah dalam Pemikiran Us>h{u}li> madz\hab H}ana>fi. 

Sumber dan Metode Penetapan Hukum Islam Abu Hanifah. Imam Abu 

Hanifah tidak menjelaskan secara detail tentang konsep maqa>s}id al-shari>’ah dan 

tidak menggunakan istilah maqa>s}id al-shari>’ah dalam penetapan hukum Islam. 

Akan tetapi jika dilihat dari sumber dan metode penetapan hukumnya, akan 

terlihat ada beberapa aspek maqa>s}id al-shari>’ah dalam pemikiran Us>h{u}li Imam 

Abu Hanifah, terutama dalam penggunaaan metode istih}san dan mas}lah}ah 

mursalah. Sumber dan metode penetapan hukum Islam yang sekaligus menjadi 

dasar pembahasan maqa>s}id al-shari>’ah  Abu Hanifah, adalah beberapa 
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pengakuan beliau tentang sumber dan metode penetapan hukum Islam yang 

dikutip oleh berbagai penulis buku. yang pada kesimpulanya adalah: 

a. Sumber hukum Islam menurut Abu Hanifah adalah Al-Qur‟an, al-

Sunnah
37

, ijma> sahabat, qaul sahabat, qaul tabi‟in dan ulama serta 

pennggunaan akal atau ra’yu dalam bentuk ijtihad melalui pertimbangan 

qiya>s38, istih}san dan ‘urf 

b. Sehubungan dengan qaul sahabat dan tabi‟in serta ulama, dalam 

menjadikanya sebagai dasar penetapan hukum akan diuji serta secara 

empiris serta melakukan perbandingan diantara beberapa pendapat, 

sehingga tarjih pendapat dapat dilakukan oleh Abu Hanifah. 

Ada dua metode istinbat penting untuk untuk mewakili kajian maqa>s}id 

al-shari>’ah dalam Madz\hab Hanafi, yaitu istih}san dan mas}lah}ah mursalah. 

Walaupun tidak langsung istilah maqa>s}id al-shari>’ah sebagai metode 

penetapan hukum Islam,akan tetapi istih}san dan mas}lah}ah mursalah 

merupakan metode yang mempunyai spirit yang sama dengan 

metodemaqa>s}id al-shari>’ah. Sebagai catatan disini,fokusnya pemabahasan 

sebagai karakteristik dan pemikaran hukum Islam Madz\hab Hanafi maka 

penulis hanya menjelaskan konsep istihsan Madz\hab Hanafi tanpa 

menganggap tidak penting pembahasan mas}lah}ah mursalah. 

Pembahasan maqa>s}id al-shari>’ah dalam kalangan pengikut h}ana>fiyyah 

tidak terlepas dari satu pembahasan penting yang kontroversial dan menjadi salah 

satu ciri khas sumber penetapan hukum madzhab h}ana>fiyyah, yaitu istih}san oleh 

                                                           
37

Abu Hanifah secara jelas dalam pendapatnya menunjukkan kecenderungannya untuk memilih 

hadist mutawatir, masyhur dan ahad secara berurutan, dan jika dalam hadist terdapat cacat,  

maka secara otomatis akan dikesampingkan. Lihat kamil musa, al-mudkhal ila> al-Tasyri>’ al-
isla>mi,>.147-148. Bandingkan dengan ahmad Al-shirbashi, Al-A’immah al-Arba’ah, (Beirut: Dar 

Al-Hilal),….32-33. 
38Qiya>s menerut Abu Hanifah yang dijelaskan oleh muridnya adalah penjelasan hukum sesuatu 

yang tidak ditemui dalam nash berdasarkan atas hukum yang telah ada dalam Alquran, sunnah 

atau ijma>’ karena terdapat kesamaan Illat hukumnya. Lihat muh. Abu Zahrah, Abu> Han>ifah 
Haya>tuhu wa ‘As}ruhu,248. Menurut al-Nafasi yang merupakan ahli fiqh mazhab 

hanafi,Qiya>ssecara bahasa arab adalah taqdi>r(mengukur, memperkirakan, menetapkan). 

Sedangkan menurut istilah adalah menenukan fa’r (cabang, yaitu peristiwa yang tidak ada teks) 

dengan asl (pristiwa yang dijelaskan dalam teks) dalam hal hukum dan Illatnya. Menurtnya al-

Nasafi, qiya>s adalah hujjah  menurut akal dan teks Alquran hadist. Lihat al-Imam Abi al-Barakat 

„Abdullah bin Ahmad al-Nasafi, al Mana>r fi Ushu>l  Fiqh, (Beirut : Dar al-Kutub al-I-‘Ilmiyah , 

2016),….163 
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karena itu, istih}san Madz\hab Hanafi mendapat porsi yang besar dalam 

pembahasan maqa>s}id al-shari>’ah “istih}san sendiri berarti mengaplikasikan 

maqa>s}id al-shari>’ah dalam bentuk eksepsi dari kaidah atau aturan umum menuju 

kaidah atau aturan khusus demi tetap menjaga kemaslahahan yang menjadi 

konten maqa>s}id al-shari>’ah. Abdullah bin Bayyah juga menegaskan bahwa 

Madz\hab Hanafi (sebagaimana juga Madz\hab Ma>liki  dan Hanba>li>) lebih dengan 

teori maqa>s}id karena kecenderunganya pada dalil istih}san.
39

 

2. Aspek Maqa>s}id al-Shari>’ah dalam Pemikiran Us>h{u}li >Madz\hab Ma>liki> 

Sumber dan metode penetepan hukum Islam Imam Maliki dalam 

sejarah pemikiran hukum Islam, dikenal dua aliran besar yang mewarnai 

masa sebelum pembentukan Madz\hab fiqh, yaitu aliran ahl al-h}adi>s yang 

berpusat di Madinah, dan ahl al-ra’yi yang berpusat di Iraq. Imam malik yang 

merupakan Imam Madz\hab empat masuk dalam lingkaran ahli hadis. Beliau 

menghimpun hadis dalam kitabnya yang berjudul al-Muwat}t}a’. Imam Malik 

mengumpulkan pendapat-pendapat fiqh-nya berdasar al-Qur‟an, hadis, dan 

fatwa sahabat, serta menjaga kemaslahatan manusia dalam segala fatwanya.
40

 

Hebatnya, Imam Malik tidak pernah duduk untuk memberi fatwa dan 

meriwayatkan hadis kecuali telah dipresentasikan kepada tujuh puluh 

pembesar ulama‟ Hijaz yang berkompeten dibidangnya.
41

 Adapun sumber 

dan metode penetapan hukum Islam imam malik adalah : 

a. Al-Qur‟an 

b. Sunnah 

c. Praktik penduduk madinah 

d. Fatwa sahabat  

e. Qiya>s, mas}lah}ah mursalah, dan istih}san 

f. Sad al-Z|}ara>’i 

Sebagaimana Imam Hanafi, Imam Malik tidak menyebut langsung istilah 

maqa>s}id al-shari>’ah sebagai metode penetapan hukum. Pemikiran ushu>li> khas 
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Imam Malik yang mengandung aspek maqa>s}id al-shari>’ah adalah metode 

mas}lah}ah mursalah, atau yang disebut dengan istis}lah}, atau juga dengan istilah 

mula>im al-mursal.42
 Secara bahasa, mas}lah}ah adalah menarik manfaat dan 

menolak adanya kemud{haratan. Sedangkan arti mursalah adalah terlepas dari 

penunjukan syari’, baik menganggap ataupun menolak. Sedangkan menurut 

terminologi ushul fiqh,al-mas}lah}ah mursalah adalah beberapa sifat yang sejalan 

dengan tindakan dan tujuan syari’, tapi tidak ada dalil tertentu dari syara’yang 

membenarkan atau membatalkan,dan dengan ditetapkan hukum padanya akan 

tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.
43

 

3. Aspek Maqa>s}id al-Shari>’ah dalam Pemikiran Us>h{u}li >Madz\hab Sya>fi’i> 

Sumber dan metode penetapan hukum Islam Imam Sya>fi’i> (204 

H/819M) Sebelum lebih jauh melangkah pada metodologi yang digunakan 

Imam Sya>fi‟I dalam merumuskan hukum Islam, alangkah lebih baiknya 

membaca berbagai prestasi yang dicapai oleh beliau.Ini ditunjukan supaya 

mudah dalam membaca berbagai buah pemikran dan metodologi penetapan 

hukum Islam. Wajib untuk dicermati bahwa berbagai prestasi yang dicapai oleh 

Imam Syafi‟i antara lain adalah : 

a. Sebagai perintis dasar-dasar konseptual tentang hadis;
44

 

b. Sebagai peletak utama dasar-dasar ushul fiqh; 

c. Corak pemikiran Imam Syafi‟i merupakan sintesis antara pemikiran 

Imam Hanafi yang rasional dan Imam Malik yang tekstual.
45

 

Sumber dan metode penetapan hukum Islam Imam Syafi‟i adalah al-

Qur‟an, sunnah, ijma>’, qiya>s, istis}h}a>b, ‘urf, dan istih}sa>n. Terdapat perbedaan 

pendapat di kalangan para pengamat tentang Imam Syafi‟i berkaitan dengan 

penggunaan istilah maqa>s}id al-shari>’ah dan konsep yang ditawarkan. Abdullah 

bin Bayyah menyimpulkan bahwa Imam Syafi‟i lebih dekat dengan pendekatan 
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tekstual sebagaimana Zahiriyah sehingga penggunaan konsep maqa>s}id al-

shari>’ah lebih sedikit dari pada ketiga Madz\hab  lainnya. Sedangkan Wafaq bin 

Mukhtar menyimpulkan bahwa Imam Syafi‟I pernah menggunakan istilah 

maqa>s}id al-shari>’ah dan menjadi pelopor konsep maqa>s}id al-shari>’ah.  

Metodologi khas Imam syafi‟I dalam merumuskan hukum Islam adalah 

qiya>s. Qiya>s  merupakan teori penengah antara aliran ahlu al-Hadi>s dan ahlu al-

Ra’yi. Menurut al-Syafi‟I, qiya>s  adalah mencari ketetapan hukum berdasarkan 

beberapa dari yang sesuai dengan khabar  yang terdahulu, baik dari al-quran 

ataupun sunnah.
46

 ketetapan yang berdasar selain kepada al-Qur‟an dan sunnah, 

melainkan kepada makna dari keduanya disebut qiya>s. 

Definisi qiya>s  yang lebih sederhana dijelaskan oleh para pengamat ushul 

fiqh, diantaranya adalah menyerupakan hukum masalah baru dengan hukum 

masalah yang serupa dengan yang telah terjadi dahulu.  Terdapat banyak definisi 

yang dikembangkan oleh Imam Syafi‟I tentang qiya>s, antara lain ” menetapkan 

sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya 

dalam illat hukumnya menurut ulama‟ yang menetapkan”.
47

 

4. Aspek Maqa>s}id al-Shari>’ah dalam Pemikiran Us>h{u}li> Madz\hab Hanba>li> 

Sumber dan Metode Penetapan Hukum Islam Imam Ahmad. Imam 

Ahmad adalah salah satu murid Imam Syafi’i yang hebat dan dikenal 

keahliannya dalam bidang hadis. Bahkan diceritakan  bahwa, Imam Ahmad 

menimba ilmu fiqh kepada Imam Syafi‟i, dan Imam Syafi‟i belajar hadis kepada 

Imam Ahmad. Imam Ahmad menganggap Imam Syafi‟i sebagai guru besarnya, 

oleh karena itu dalam pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi‟i. 

Hal ini juga bisa diketahui dari kata-kata Ahmad Ibn Hambal ketika beliau sudah 

menjadi Imam yang besar.  Apabila saya ditanya tentang sesuatu yang tidak saya 

jumpai kabar (yakni hadis dan atsar para sahabat) yang menjelaskannya, maka 

saya berpegang pada pendapat Imam Syafi‟i. 
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Kepopuleran Imam Ahmad di bidang hadis bahkan membuatnya dijuluki 

sebagai ahli hadis, bukan seorang faqih.Menurut al-Tabari (W.310.H), Imam 

Ahmad bukanlah seorang faqih, melainkan ahli hadis sebagaimana 

dijelaskannya dalam kitab Ikhtila>f al-Fuqaha>’. Selain al-Tabari, ada banyak 

ulama yang mengategorisasikan Imam Ahmad sebagai ahli hadis saja, bukan 

ahli fiqh, di antaranya adalah al-Tahawi dalam kitab Ikhtila>f al-Fuqaha>’, al-

Dabbusi (W.430.H) dalam kitab Ta’si>s al-Naz}ri, al-Nasfi (W.537.H) dalam 

kitab al-Mand}u>mah, al-„Ala‟al-Samarqandi (W.373.H) dalam kitab Mukhtalaf 

al-Riwa>yah, al-Sakhawi dalam kitab ‘Umdah al-Ta>lib, dan ulama lainnya. 
48

 

Imam Ahmad tidak menyebtkan ijma>’, al-mas}alih} al- mursalah, 

istih}sa>n, az\-z\ari>’ah, dan istis}ha>b yang sudah sangat populer bagi semua 

faquha‟ H}ana>bilah yang tersebut dalam buku-buku mereka.walaupun pada 

praktiknya, kalangan H}ana>bilah juga menggunakan beberapa metode 

sepertisadd al-z\ari>’ah,
49istis}ha>b,

50
 dan istih}san.

51
 Bahkan menurut Bin 

Bayyah, kalangan H}ana>bilah lebih kental dengan madrasahmaqa>s}idiyyah 

karena penggunaan metode sadd al-z\ari>’ah dalam penetapan hukumnya.
52

 

Pendapat Bin Bayyah ini juga persamaan dengan kajian yang 

dilakukan oleh Husein Hamid Hasan tentang teori mas}la}hah dalam fiqh 

Ahmad, bahwa walaupun tidak secaralangsung menegaskan penggunaan al-

mas}lah}ah al-mursalah dan sadd al-z\ari>’ah dalam penetapan hukum, akan 

tetapi dalam praktiknya Imam Ahmad menggunakan keduanya sebagai 

metode penetapan hukum. 
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Ada banyak argumen yang menguatkan kesimpimpulan bahwa 

ImamAhmad menggunakan metode al-mas}lah}ah al-mursalah, diantaranya 

adalah: Pertama, penjelasan beberapa kitab ushul fiqihImam Ahmad 

membolehkan berhujjah dengan al-mas}lah}ah al-mursalah, seperti pendapat 

Ibn Daqiq al-„Id dan al-Qarafi dalam kitab Syarh Tanqi}h al-Fus}u>l.53
 Kedua,  

penjelasan dari para ahli fiqh madz}hab Hanbali tentang kehujjahan al-

mas}lah}ah al-mursalah dalam penetapan hukum, seperti pendapat Ibn 

Taimiyah dan Ibn al-Qayyim.
54

 Ketiga, praktik fiqh dalam madz}hab Hanbali 

yang berlandasankan al-mas}lah}ah al-mursalah.
55

 

Mengenai metodesadd al-z\ari>’ah, Empat madz}hab sepakat untuk 

menjadiaknnya sebagai hujjah dalam penetapan hukum. Khusus madz}hab 

Ma>liki> dan H}anba>li, keduanya memiliki metode yang sama dalam aplikasi 

sadd al-z\ari>’ah walaupun ada beberapa perbedaan dalam pembagiannya. 

Oleh karena itu bisa disimpulkan, di satu sisi Imam Ahmad dikenal 

dengan ahli hadis dan lebih banyak menggunakan hadis dalam penetapan 

hukum Islam dari pada penggunaan rasio sebagaimana kritikannya terhadap 

metode qiya>s, akan tetapi di sisi lain Imam Hanbali dekat dengan pemikiran 

maqa>s}id al-shari>’ah karena penggunaan sadd al-z\ari>’ah sebagai salah satu 

metode penetapan hukum Islam. 

D. Pemikiran Al-Sy>atibi >tentang Maqa>s}id al-Shari>’ah  

Abu Isha>q Ibrahim Ibn Musa al-Gharnati Al-Sy>atibi(W.790.H)
56

lebih 

dikenal sebagai seorang pakar ushul fiqih yang memiliki ketajaman 

pandangan tersendiri. Ciri khas dari ushul fiqihAl-Sy>atibiini terletak pada 

ketajamnya dalam menganalisa setiap persoalan hukum.Al-Sy>atibi muncul 

dengan pembahasan yang lebih luas, komperhensif, dan tajam mengenai 
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aspek maqa>s}id al-shari>’ah.
57

 Sejak diterbitkanya kitab al-muwa>faqa>t karya 

gemilangal-Sy>atibi, konsepmaqa>s}id al-shari>’ah menjadi suatu konsep baku 

dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi pada tujuan hukum (syari>’ah). 

Sebelum al-Sy>atibi memulai metode penalaran terhadap nas masih 

didominasi oleh dua teori, yaitu teori keumuman lafal (‘umu>m al-lafzi) yang 

dipegang oleh jumhur  ulama dan teori kekhususan sebab (khus}u>s al-sabab) yang 

dipegang oleh ulama minoritas. Menurutal-Sy>atibi, kedua kaidah tersebut 

mempunyai makna, Fungsi dan peranan yang sama pentingnya. Akan tetapi lebih 

dari itu, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah maqa>s}id al-shari>’ah.  

Dalam kitab al-Muwa>faqa>t, al-Sy>atibi mempergunakan kata maqa>s}id 

al-shari>’ah dengan kata yang berbeda-beda. Kata-kata tersebut adalah 

maqa>s}id al-shari>’ah, maqa>s}idal-syar'iyyah fi al-syari>’ah, dan maqa>s}id min 

Syari al-hukm. Walaupun dengan kata-kata yang berbeda, namun 

mengandung makna yang sama, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh 

Allah Swt. Syariat bertujuan mewujudkan kemaslahaaan manusia di dunia 

dan di akhirat. Dan dalam ungkapan lain, hukum-hukum di-syari 'at-kan 

untuk kemaslahatan hamba. Jadi kandungan maqa>s}id al-shari>’ah atau tujuan 

hukum adalah kemaslahatan umat manusia.
58

 

Al-Sy>atibi membagi maqa>s}id al-shari>’ahmenjadi tiga, yaitu: 

a. Al-Daru>riyya>t, yaitu keperluan dan perlindungan yang harus ada dan 

terealisasi demi kemaslahatan umat manusia dari hal agama dan dunia, 

jika keperluan tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengancam eksistensi 

agama dan dunia. “Kumpulan dari perlindungan terhadap al-daru>riyya>t 

ini ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.”
59

 

Agar kelima hal pokok ini terjaga dengan baik, maka syari'at Islam 

merealisasikannya dalam bentuk kewajiban syariat tertentu (ja>nib al-

wuju>d), atau pelarangan bentuk hukum tertentu (ja>nib al-‘adam).  
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b. Al-Ha>jiyya>t, yaitu segala yang menjadi kebutuhan primer manusia dalam 

hidupnya agar hidupnya menjadi bahagia dan sejahtera dunia akhirat 

serta terhindar dari berbagai kemelaratan. Jika kebutuhan ini tidak 

diperoleh maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan 

(masyaqqah) meskipun kehidupan mereka tidak sampai punah.
60

 

c. Al-Tahsi>niyya>t, yaitu kebutuhan yang sifatnya kepantasan dan berkaitan 

dengan keindahan dan kenikmatan yang biasanya berlaku di masyarakat, 

dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji menurut logika 

normal. Macam ini juga disebut dengan kemuliaan akhlak  

Menurut Jasser Audah, ada tiga kontribusi penting yang diberikan Al-

Sy>atibidalam pengembangan maqa>s}id al-shari>’ah dengan melakukan tiga 

transformasi penting, yaitu:  

1) Al-Maqa>s}id dari sekadar mas}lah}ah-mas}lah}ah lepas ke asas-asas 

hukum, Al-Sy>atibi menganggap bahwa al-Maqa>s}id sebagai asas-asas 

agama, kaidah-kaidah syari'at, dan pokok-pokok kepercayaan dalam 

agama Islam.  

2) Al-Maqa>s}id dari hikmah di balik aturan kepada dasar aturan. Aturan 

manapun yang dibuat atas nama syari'at tidak dapat melangkahiAl-

Maqa>s}id. Al-Maqa>s}idadalah pengatur utama hukum-hukum Islam.  

3) Al-Maqa>s}id dari ketidaktentuan menuju keyakinan (qat’i). Untuk 

mendukung status baruAl-Maqa>s}id, al-Syatibi memulai penulisannya 

tentang Al-Maqa>s}id dengan mengklaim keyakinan akan hasil proses 

induksi yang dilakukannya terhadap ayat-ayat Al-Quran untuk 

menarik kesimpulan tentang Al-Maqa>s}id.
61

 

Selain tiga kontribusi penting al-Sy>atibi dalam kajian maqa>s}id al-shari>’ah 

yang disimpulkan oleh Jasser Audah, ada kontribusi lain yang juga merupakan 

aspek pemikiran maqa>s}id al-shari>’ah dalam pemikiran us}u>lial-Sy>atibi, yaitu 

kajiannya tentang al-masyaqqah.  
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Konsep masyaqqah sangat berkaitan dengan tiga pembagian maqa>s}id 

al-shari>’ah. Tiga tingkatan maqa>s}id al-shari>’ah menjadi panduan bagi 

mujtahid dalam menetapkan sebuah hukum, apakah menjaga tiga tingkatan 

tersebut, atau justru menabraknya. Ketika maqa>s}id al-shari>’ah terjaga, 

khususnya pada tingkatan ha>jiyah, maka secara otomatis umat Islam tidak 

akan mengalami sebuah kesulitan dan kesukaran (maqa>s}id al-shari>’ah) 

dalam menjalankan hukum Islam. Maka teori masyaqqah di sini menjadi 

urgen, apakah dalam menjalankan hukum Islam seorang mukallaf 

mendapatkan kesukaran dan kesulitan sehingga ada hukum alternatif 

lainnya, ataukah kesulitan tersebut merupakan hal yang wajar sebagai 

dampak adanya pembebanan hukum sehingga syari'at tidak 

merekomendasikan hukum alternatif lain.  

Teori masyaqqah al-Sy>atibi berlandaskan pada kesimpulan bahwa 

sebuah pembebanan hukum (talk>if) haruslah berada di bawah kemampuan 

sehingga dia bisa mengerjakannya. Pembebanan hukum merupakan perintah 

ataupun larangan yang secara normal bisa dilakukan mukallaf. Allah 

sebagai sya>ri‟ (legislator) sangat memahami sejauh mana kemampuan 

mukallaf dalam menjalankan hukum-hukumnya. Oleh karena itu sangat 

mustahil (menurut manusia) Allah memberikan sebuah beban yang tidak 

bisa dilakukan manusia (takli>f ma> Ia> yut}a>g). Adanya pembebanan hukum 

bertujuan agar bisa dilaksanakan dengan sukarela, bukan justru memberikan 

beban yang begitu berat bagi umat manusia. 

Konsekuensi dari kesimpulan ini, bahwa Allah Swt tidak akan 

memberikan pembebanan hukum yang bertentangan dengan tabiat manusia, 

seperti kewajiban untuk terbang, kewajiban makan batu, atau larangan 

makan, larangan minum, larangan melakukan hubungan seksual bagi suami-

istri, larangan tidur, dan pembebanan lainnya yang tidak sesuai dengan 

tabiat mukallaf sebagai manusia biologis. Begitujuga Allah Swt tidak akan 

memberikan pembebanan hukum kepada mukallaf terkait persoalan sifat-

sifat hati seperti takut, marah, sedih, suka, menangis, dan lain sebagainya. 

Karena pembebanan hukum dalam dua hal ini (tabiat manusia dan perbuatan 
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hati) termasuk dari pembebanan yang tidak bisa dilaksanakan seorang 

mukallaf. Maka al-Sy>atibi menegaskan bahwa tidak ada pembebanan dalam 

persoalan tabiat manusia dan perbuatan hati. 

Jika persoalan di atas membahas tentang hal-hal yang tidak mungkin 

menjadi objek pembebanan hukum dan tidak mungkin pula bisa dilakukan 

mukallaf, maka ada suatu pembebanan yang pada dasarnya masih dalam 

kategori bisa dilaksanakan mukallaf, tapi ada unsur kesulitan dan kesukaran 

(masyaqqah) dalam hal pelaksanaannya dengan persentase yang 

berbedabeda. Maka di sini al-Sy>atibi menjelaskan penggunaan isitlah 

masyaqqah dalam berbagai hal, yaitu:  

a) Masyaqqah secara umum. Isitlah masyaqqah di sini digunakan baik 

untuk pembebanan yang masih di bawah kendali mukallaf ataupun tidak 

bisa dikerjakan mukallaf. Pembebanan hukum yang tidak mampu 

dikerjakan disebut masyaqqah, seperti keharusan terbang di udara tanpa 

bantuan alat apapun. Pembebanan yang mampu dikerjakan mukallaf akan 

tetapi dengan penuh kesulitan dan kesukaran juga disebut masyaggah. 

Istilah masyaqqah pada pembagian ini, pembebanan di luar kemampuan 

mukallaf jelaslah tidak ada, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sedang. 

kan pembebanan yang mampu dilakukan mukallaf, haruslah melihat 

besar kecilnya masyaqqah yang dialami untuk mendapatkan dispensasi 

hukum (rukhs}ah).
62

 

b) Masyaqqah yang khusus pada pembebanan yang mampu dilakukan 

mukallaf, akan tetapi berada di luar kebiasaan suatu pekerjaan sehingga 

bisa menyebabkan kesulitan yang sangat besar dan sukar dilakukan. 

masyaqqah di sini ada dua macam:  

1. Masyaqqah yang khusus terletak pada zat atau pekerjaan itu sendiri 

(‘ain al-af’al), dengan ukuran bahwa kesulitan tersebut melekat pada 

suatu pekerjaan walaupun hanya dilakukan sekali saja. Pada 

masyaqqahseperti inilah yang menyebabkan lahirnya rukhsah 
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sehingga bisa berbeda dengan hukum awal (‘azi>mah).
63

 Contohnya 

adalah puasa dalam keadaan sakit atau berada dalam perjalanan.  

2. Masyaqqah yang tidak khusus terletak pada zat atau suatu pekerjaan, 

akan tetapi masyaqqah yang lahir pada akumulasi suatu pekerjaan dan 

dilakukan secara terus menerus. Ketika suatu pekerjaan dilakukan 

hanya sekali saja, maka tidak terdapat unsur masyaqqahakan tetapi 

jika dilakukan secara terus menerus, maka muncullah kesulitan dan 

kesukaran. Masyaqqah ini hanya ada pada perbuatan sunnah saja yang 

dilakukan di luar batas normal. Contohnya adalah puasa secara terus 

menerus tanpa berhenti (wis}al). 

3. Masyaqqah yang khusus pada pembebanan yang mampu dilakukan 

mukallaf, dan tidak ada unsur kesulitan yang begitu sangat di luar 

batas normal sebagaimana pembebanan hukum biasanya. Kalaupun 

ada kesulitan di dalamnya, maka hal itu masih dalam batas wajar dan 

normal sebagai konsekuensi adanya pembebanan hukum (talk>if) yang 

nota benenya memang terdapat unsur kesulitan. Karena secara bahasa, 

istilah talk>if memang berkonotasi pada “kesulitan” dan 

“kesukaran.”Masyaqqah seperti ini tidak sampai melahirkan hukum 

rukhs}ah karena sebatas kesulitan biasa.”  

c) Masyaqqah yang berarti melepaskan keinginan dan hawa nafsu pada diri 

mukallaf,. Secara naluriah, manusia mempunyai keinginan-keinginan 

pada dirinya. Maka menahan diri dari keinginan tersebut melahirkan 

unsur kesulitan bagi manusia sehingga disebut masyaqqah. 

Al-Sy>atibi> lalu menyimpulkan bahwa, ada dua macam masyaqqah 

yang mempunyai konsekuensi masing-masing,” yaitu:  

1. Masyaqqah mu’ta>dah (kesulitan biasa) dan dalam kemampuan mukallaf, 

yaitu masyaqqah yang biasa berlaku dalam keseharian manusia dan masih 

dalam batas kemampuannya. Misalnya; masyaqqah dalam proses 

menjalankan ibadah puasa, haji, zakat, dan perintah-perintah syara’ lainnya. 
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Dalam hal ini syara‟ tidak memberikan keringanan (rukhs}ah) karena itu 

merupakan bagian dari paket ibadah talk>if  Dan pada dasarnya masyaqqah 

yang ada dalam setiap ibadah tidak dimaksudkan membebankan, akan tetapi 

di dalamnya terkandung nilai ibadah yang sangat tinggi yang sebenarnya 

kemaslahatannya akan kembali kepada manusiamukallaf dunia akhirat, 

disamping sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Masyaqqah jenis ini 

sama sekali tidak mengancam eksistensi al-daru>riah al-khams (menjaga 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).  

2. Masyaqqah ghairu mu’ta>dah (kesulitan luar biasa) dan di luar 

kemampuan mukallaf. Kesulitan ini tentu kesulitan yang menimbulkan 

efek negatif bagi mukallaf, karena menjadi faktor yang menyulitkan 

bahkan menghalangi mukallaf dalam menunaikan kewajibannya. Secara 

umum, jenis kesulitan ini berada di luar kemampuan manusia, oleh 

karena itu syara’ memberikan keringanan (rukhs}ah) kepada setiap 

mukallaf yang berada dalam kondisi ini. Secara garis besar syara’ tidak 

pernah memberikan beban di luar kemampuan hambanya termasuk 

dalam ibadah seperti puasa bagi orang yang sakit dan di perjalanan. 

Larangan syara’ terhadap adanya masyaqqah dalam talk>if sangatlah 

rasional, mengingat larangan tersebut berdasarkan illat yang kuat, 

sedangkan illat merupakan faktor penentu ada atau tidaknya suatu 

hukum. Dan Secara bahasa, illat itu sendiri adalah nama bagi Sesuatu 

yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu dengan keberadaanya.  

Misalanya penyakit disebut illat karena dengan adanya penyakit kondisi 

manusia berubah dari sehat menjadi sakit. Masyaqqah macam ini jelaslah 

mengancam eksistensi al-daru>riah al-khams (menjaga agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta). Sehingga melahirkan hukum rukhs}ah. 

 


